
KEPUTUSAN GUBBRNUR .JAWA TENGAH

NOMOR '26 1,,1 f 'tz, ,: 't:ll

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TiGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2OT2

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 6a'untuk mendorong peningkatan produksi, produktiviras kerja.peran Pekerja/Buruh dalam pelaksanaan proses produksi
dan kelangsungan pertumbuLran perusahaan/dunia usaha
serta berdasarkan Rekomendasi Bupati/walikota se Jas,a
Tengah, perlu ditetapkan besarnya Upah Minimum pada 35
(tiga puluh lima) Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud'. ' "pada huruf a, dan sesuai frasil konsultasi d.engan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Jawa Tengah, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang upah- Minimum
Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa
Tengah Tahun 2OI2;

Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan Negara Tahun 1gS0 Halaman g6-92j;

undang-undang Nomor r3 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (l.embaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor a279l;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia
Tahun 2oo4 Nomor l2s, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44gzl sebagaimana telah aiuuarr
beberapa kaii terakhir dengan undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lemabaran Negara Republik Nomor 4844 \;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 r,en-"a:e
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintai. Pe=:-
rintahan Daerah Provinsr, Dan Pemerintaha: I a::;:-
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repi.:c-:.: -

Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Le::::-a:-
Republik Indonesia Nomor 473T]r;

tentang
Peraturan-

2.

3.

4.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5- Peraruran Daerah pro*insi Janra Tengah Nomor 4 Tahun2oo8 tentang urusan pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah provinsi Jawa reniah
(L,embaran Daerah provinsi Jawa Tengah rahun 2o0g Noiror4 seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi
Jawa Tengah Nomor l0);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2oo8 tentang organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 6 seri D Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

7. Peraturan Menteri renaga Kerja Nomor per-Ol/MEN/ rggg
tentang upah Minimum sebagaimana terah diubah dengan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor
KEP-226/MEN/2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3,
Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 2o dan pasal 21 peraruran
Menteri Tenaga Kerja Nomor per-Ol/MEN/ 1999 tentang
Upah Minimum;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor
PER-17/MENIVIII/2005 tentang Komponen Dan pelaksana-
an Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2o0g
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kepend.ud.ukan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 65);

'1.d. 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2oog
tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan
Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah provinsi
Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 24);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor s6o/22/2oa9
tentang Pembentukan Dewan Pengupahan provinsi Jawa
Tengah Masa Bhakti 2AO9-2O12 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 560 1621201 I tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560 l22l2o}g
tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa
Tengah Masa Bhakti 20O9*2O12;

MEMUTUST(AN :

Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) KabupatenlKota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OL2, yang daftarnya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam dikturn
KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah
pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum hanya berlaku bagi Pekeqa/Burui: ce:iga:
tingkat paling rendah yang mempunyai masa keia <L:a:-!
dari 1 (saru) hhun.

KETIGA



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Pertrgusaha yang tidak marnpu meraksanakan ketentuan
upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, dapat mengajukan penangguhan upah minimum
kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat y*g ditunjuk
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
paling lama 1o (sepuluh) hari sebelum berlakunya Kiputusan
ini.

Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari
ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksua auarrt
diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan
besarnya upah yang telah diberikan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim pemantau
Pelaksanaan Upah Minimum.

Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan
kompetensinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2OL2.

ALUYO

Diteta di Semarang
18 Nopember 2011

AWA TENGAH,

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Menteri Dalam Negeri;
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
Ketua Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah provinsi Jawa Tengah;
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Para Kepala Satuan Keda Perangkat Daerah provinsi Jawa Tengah;
Para Kepala Biro di lingkungan sgrDA Provinsi Jawa Tengah;
Bupati/Walikota Se Jawa Tengah;
Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Semarang;
Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
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12. h di Provinsi Ten



LAIVI}'IKAN
KEPUTUSAN
NOMOR
TANGGAL

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH
DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENC;AH
561.4/ll/zott
18 Nopenrber 2011

LIMA) KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2A72

NO KABUPATEN / KOTA UPAH MINIMUM
TAFIITN 
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Kota Semarang

Kabupaten Demak

Kabupaten Kendal

Kabupaten Semarang

Kota Salatiga

Kabupaten Grobogan

Kabupaten Biora

Kabupaten Kudus

Kabupaten Jepara

Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang

Kabupaten Boyolali

Kota Surakarta
!

Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sragen

Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Klaten

Kota Magelang

Kabupaten Magelang

Kabupaten Purworejo

Kabupatenl'eman ggun g

Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Banyumas
Kabupaten Cilacap

Wilayah Kota, meliputi :

- Kecamatan Cilacap Utara
- Kecamatan Cilacap Tengah

- Kecamatarr Cilacap Selatan

Rp.991.50O,-

Rp. 893.000,-

Rp. 904.500,-

Rp.941.600,-

Rp.901.396.-

Rp. 785.000,-

Rp. 855.500,-

Rp. 889,000,-

Rp. 800.000,-

Rp. 837.500,-

Rp. 816.000,-

Rp. 836.000,-

Rp. 864.450,-

Rp. 843.000,-

Rp.810.000,-

Rp. 846.000,-

Rp. 775.000,-

Rp. 812.000,-

Rp. 837.000,-

Rp. 870.000,-

Rp. 809.000,-

Rp. 866.000,-

Rp. 825.000,-

Rp. 770.000,-

Rp. 795.000,-

Rp. 852.000,-



2
Wilayah Timur, meliputi :

- Kecamatan Kesugihan

- Kecamatan Maos

- Kecamatan Sampang

- Kecamatan Binangun
- Kecamatan Nusawungu
- Kecamatan Kroya

- Kecamatan Adipala
Wilayah Barat, meliputi :

- Kecamatan Jeruk Legi

- KecamatanKawunganten

- Kecamatan Bantarsari
- KecamatanGandrungmangu

- Kecamatan Sidareja
- Kecamatan Cipari
- Kecamatan Kedungreja

- Kecamatan Patimuan
- ., Kbpamatan Karangpucung
- Kecamatan Cimanggu

- Kecamatan Majenang

- Kecamatan Wanareja

- KecamatanDayeuhluhur

- Kecamatan Kampung Laut
Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Batang

Kota Pekalongan

Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pemalang

Kota Tegal

Kabupaten Tegal

Kabupaten Brebes

Rp. 747.000,-

Rp. 720.0O0,-

Rp. 765.0O0,-

Rp. 818.500,-

Rp. 88O.0OO,-

Rp. 895.500,-

Rp. 873.000,-

Rp. 793.000,-

Rp. 795.000,-

Rp. 78O.OOO,-

Rp. 775.000,-

UAWA TENGAH,,'i

LUYO


